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TAJUK RENCANA Menakar Efektivitas Koalisi Dini

Silaturahmi Politik

SILATURAHMI politik marak lagi.
Fenomena semacam ini rutin terjadi
setiap menjelang pemilihan umum
(Pemilu), khususnya pemilihan presi-
den (Pilpres). Lihat saja, sesama pim-
pinan partai politik (parpol) bertemu.
Biasa, untukkomunikasi politik, mem-
bahas nasib dan masa depan bang-
sa, tentu saja juga untuk penjajagan
koalisi menghadapi pemilu tahun
2024 mendatang. Diprediksi, silatu-
rahmi sesama elite politik ini akan se-
makin intens sampai pimpinan menje-
lang penentuan pasangan calon pres-
iden-wakil presiden.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum
Partai Golkar Airlangga Hartarto su-
dah bertemu dengan Ketua DPP PAN
Zulkifli Hasan dan Ketua DPP PPP
Suharso Monoarfa. Kemudian Ketua
DPP Partai Gerindra Prabowo Su-
bianto bertemu Ketua DPP PKB A
Muhaimin Iskandar. Terkini, Ketua
Umum Partai NasDem Surya Paloh
bertemu Presiden PKS Ahmad Syai-
khu. “Belum koalisi, baru saling meli-
hat, menjajaki, mencari kesamaan,”
kata Surya Paloh, (KR, Kamis 23/6).

Silaturahmi yang dalam bahasa
Arabnya silaturahiim merupakan hal
yang baik. Silah berarti menyambung
dan rahiim adalah kasih sayang. Jadi,
silaturahmi adalah jalan untuk me-
nyambung kasih sayang. Islam juga
mengajarkan umatnya untuk gemar
bersilaturahmi. Hikmah silaturahmi
antara lain memperpanjang usia dan
memperluas rezeki. Bahkan Islam
melarang umatnya memutus tali silat-
urahmi. Karena itu, proses panjang
pemilu juga tidak jadi ajang untuk
memutus tali silaturahmi.

Jadi kalau para elite politik saling
bersilaturahmi merupakan hal yang
positif dan sudah semestinya di-
lakukan. Dengan saling silaturahmi,
maka ketegangan politik atau ke-
salahpahaman yang sering terjadi,
akan menjadi cair dan sejuk kembali.
Bisa ajang untuk mengurai masalah
dan mencari solusinya. Bahkan per-
musuhan akan menjadi perdamaian.
Harapannya, hubungan baik yang ter-
jalin sesama para tokoh, akan berim-

bas pada hubungan baik juga di kala-
ngan para pendukungnya, sehingga
tercipta kerukunan.

Saat bersilaturahmi dan saling
berdialog, biasanya juga muncul ada-
nya kesamaan atau titik temu, baik ke-
samaan pandangan maupun ke-
samaan visi dan perjuangan, meski
mungkin sebelumnya terkesan ba-
nyak perbedaan,bahkan menjadi ter-
lupakan, dan mungkin akan berlanjut
terjalin saling kerjasama atau koalisi.

Pendek kata, silaturahami memang
perlu dilakukan oleh semua elemen
bangsa, baik oleh kalangan elite
maupun warga biasa. Bahkan
mestinya silaturahmi sesama elite
politik tidak hanya dilakukan pada
saat-saat menjelang Pemilu, tetapi ju-
ga kapan saja, apalagi kalau sedang
perlu, misalnya dalam suasana
genting. Tidak hanya silaturahmi se-
tiap menjelang pemilu.

Silaturahmi hendaknya tidak hanya
dilakukan oleh sesama pimpinan par-
pol yang sudah berkoalisi, tetapi juga
dengan pimpinan parpol yang ada di
koalisi lain. Termasuk saat-saat
genting di tengah-tengah masa kam-
panye. Hal ini perlu dilakukan untuk
meredam suasana. Apalagi meski
saat masa kampanye ‘berhadap-ha-
dapan’, usai pemilu bisa jadi juga
duduk bersama. Bahkan dari parpol
koalisi yang kalahpun tetap bisa ikut
menikmati kekuasaan yang diraih ri-
valnya, seperti yang terjadi selamaini.

Jadi, apa yang terjadi di panggung
politik kita selama ini mesti dijadikan
pelajaran bersama, bahwa ‘permu-
suhan’ dalam politik itu tidak abadi.
Pada masa kampanye masing-ma-
sing harus all out memperjuangkan
tokoh yang didukungnya. Namun
setelah pemilu, ketika tokoh yang
didukung kalah, bisa beralih men-
dukung yang menang dan ikut
menikmati hasil kemenangannya.

Karena itu, mari kita terus lang-
gengkan silaturahmi. Para elite, silah-
kan terus melakukan silaturahmi ke-
pada kawan maupun lawan. Jangan
sampai bangsa ini terkoyak karena
urusan politik [
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‘Minyak Kita’ Jangan Sampai ke Penimbun

JANJI Mendag untuk segera meng-
gelontor minyak goreng Rp 14.000/liter
bagai angin segar sepoi-sepoi bagi ka-
mi wong cilik. Mudah-mudahan migor
yang entah apa namanya nanti, bisa
mengatasi derita rakyat. Mudah-mu-
dahan nantinya tak ada antri lagi, se-
perti yang dijanjikan. Mudah-mudahan
‘Minyak Kita’ tersebut tidak menumpuk
atau diborong tengkulak-tengkulak se-
hingga kita kesulitan lagi. Kami berha-
rap aparat keamanan bisa meng-
amankan. Sebab selama ini, tengku-

lak-tengkulak itulah yang membuat
rakyat sengsara.

Ide menarik Menteri Perdagangan,
untuk membuat kemasan ‘Minyak Ki-
ta’, memang seharusnya demikian. In-
donesi seagai salah satu negara peng-
hasil sawit terbesar, kok bisa di ‘KO’
para tengkulak. Bulog sudah seharus-
nya memproduksi sendiri dan distribu-
sinya diatur baik. Mudah-mudahan so-
lusi ini lancar, bukan sekadar PHP. O

Ny Emi Hartini, Bawak Cawas,
Klaten.

Langkah Menghadapi PPDB Zonasi SMA/SMK

KEPUTUSAN Kepala Dikpora DIY
No 1511/KEPKA/2022 tentang SOP
PPDB Daring/Online SMA/SMK telah
diteraknkan 4 jalur. Ada jalur zonasi,
prestasi, perpindahan dan afirmaski.
Ini dilakukan untuk menerapkan seko-
lah yang objektif, transparan, tidak
diskriminatif dan dapat dipertang-
gungjawabkan. Kebijakan ini akan
menimbulkan dampak. Langkah ba-
gaimana yang harus dilakukan seba-
gai orang tua untuk mendapatkan
sekolah yang dinginkan dan mekanis-
menya yang secara online?

Tentu Langkah orang tua adalah
mencari informasi mekanisme PPDB
dengan berbagai sumber. Misalnya
orang tua memahami juknis PPDB,

bertanya kepada tim PPDB ataupun
membaca dari berbagai sumber me-
dia sosial. Langkah kedua, siapkan
syarat-syarat yang harus dilakukan
misalnya surat Kartu Keluarga dan
persuratan lain dalam bentuk soft
copy. Langkah ketiga adalah meng-
ikuti jadwal yang ada karena ada
perbedaan dalam setiap jalurnya mi-
salnya jadwal menngurus tambahan
nilai prestasi, pengambilan token.
Langkah keempat adalah memantau
saat seleksi PPDB berlangsung.
Apabila dilakukan maka calon siswa
dapat diterima di sekolahan yang

menijadi pilihannya.
*) Martini S, Bogoran Trirenggo
Bantul

GELARAN Pemilu 2024 masih akan
berlangsung 2 tahun ke depan. Peta poli-
tik tanah air mulai menghangat sejak
Partai Golkar, Partai Amanat Nasional
(PAN), Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) menggaungkan pembentukan
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Secara
teori politik, idealnya koalisi partai politik
(parpol) dan penentuan calon presiden
(capres) dan calon wakil presiden (cawa-
pres) dilakukan lebih awal.

Maksudnya, agar parpol dan kandidat
bisa memiliki lebih banyak kesempatan
melakukan sosialisasi dan penetrasi
dengan maksimal kepada kon-
stituen. Namun dalam praktik pro-
ses pemantapan koalisi dan penen-
tuan kandidat menjadi proses yang
krusial karena setiap partai mempu-
nyai perhitungan masing-masing.
Karena itu pembentukan koalisi
lebih dini bisa jadi tidak efektif,

Keuntungan

Pertama, meski koalisi penting
untuk memberikan waktu bagi par-
tai dan kandidat melakukan sosiali-
sasi dan konsolidasi praktiknya par-
tai cenderung memikirkan keun-
tungan masing-masing jika berga-
bung dalam sebuah koalisi. Motivasi
koalisi adalah pragmatisme dan
kendaraan politik kekuasaan.

Jika merujuk Pasal 222 UU Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilu pa-
sangan calon yang diusulkan parpol
atau gabungan parpol peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR
atau memperoleh 25% dari suara sah se-
cara nasional pada pemilu sebelumnya.

Bagi parpol menengah ke bawah koalisi
menjadi komoditas politik penting. Hal ini
disebabkan parpol kelompok ini membu-
tuhkan suara lebih besar untuk dapat
mencalonkan kandidat dan minimal
mempertahankan kursi mereka di par-
lemen. Kedua, inisiasi koalisi seharusnya
sejalan dengan sistem multipartai presi-
densial. Dalam sistem itu dimana ambang
batas sudah ditentukan undang-undang
koalisi mutlak dilakukan.

Paulus Mujiran

Sejumlah ahli politik mengatakan da-
lam sistem multipartai presidensial cen-
derung membuat partai-partai politik
bergabung dalam sebuah koalisi. Juan
Linz dan Arturo Velenzuela dalam buku
The Failure of Presidential Democracy :
The Case of Latin America menyebutkan,
sistem presidensial yang dijalankan
berdasarkan konstruksi multipartai cen-
derung akan membuat partai berkonflik

dengan yang lain. Koalisi dibentuk seba-
gai alat untuk meredam konflik yang ter-
jadi (www.pinterpolitik.com 21/6).

Kehadiran koalisi membuat perbedaan
kerap meruncing karena perbedaan ide-
ologi dan kepentingan dapat diredam de-
ngan adanya perasaan senasib sepenang-
gungan sebagai anggota koalisi. Jika
mereka dalam koalisi pendukung peme-
rintah mereka akan fokus pada kerja-ker-
ja pemerintah. Sementara koalisi oposisi
kerap mandul karena tak ada persamaan
yang menyatukan.

Koalisi yang dibangun sejak dini meng-
haruskan kedisiplinan dan kepatuhan
partai politik yang menjadi anggota koal-

isi agar tidak membelot untuk kepenting-
an pragmatisme kekuasaan sebagaimana
kerap terjadi belakangan ini. Pembelotan
ini selain merusak idealisme koalisi juga
mengorbankan tatanan ideal demokrasi
yang meniscayakan kekuatan politik pe-
merintahan.
Peta Perubahan
Agar Koalisi Indonesia Bersatu lebih
awet dan langgeng seyogyanya partai-
partai yang tergabung dalam koalisi me-
miliki komitmen politik yang kuat agar ti-
dak mudah bubar di tengah jalan. Karena
dibentuk sejak dini tak ada ikatan
apapun bagi parpol-parpol ini apalagi
tak ada jaminan manisnya kursi
kekuasaan.

Peta perubahan dan dinamika poli-
tik masih dapat terjadi hingga 2024.
Bagi ketiga partai anggota koalisi jika
ada tarikan yang lebih kuat atau men-
janjikan bukan tidak mungkin menye-
berang ke koalisi lain. Tinggal
sekarang siapa pengendali dinamika
koalisi yang akan menentukan sejauh
mana daya tahan bangunan koalisi.
Jika tak ada agenda konkret, dapat
saja ditafsirkan koalisi ini hanyalah
ajang bagi anggota koalisi untuk
meningkatkan posisi tawar di hadap-
an Presiden Joko Widodo. Apalagi tak
lama setelah mendeklarasikan koalisi
Ketua Umum PAN langsung dilantik
menjadi Menteri Perdagangan dan
resmi mendukung pemerintah. [

*) Paulus Mujiran SSos MSi , penga-
mat politik, Direktur Kerjasama
ChildFund dan USAID YKKS
Semarang).

2
o
=
z
<
w
o
x
o
i
14
¥

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
ngan panjang tulisan antara 535 - 575 ka-
ta, dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa menampilkan
fotocopy identitas. Terimakasih.

Meluruskan Salah Tafsir Perpres 68/2022

DITETAPKANNYA Peraturan Presi-
den (Perpres) No 68 Tahun 2022 ternyata
cukup menimbulkan kegalauan beberapa
pihak. Anggapan yang menyatakan
Perpres ini multitafsir rasanya perlu di-
arahkan untuk menemukan penafsiran
yang tepat. Sehingga kita tidak perlu
menuduh Perpres ini telah melakukan
hal buruk, seperti memaksa lembaga kur-
sus pelatihan di bawah binaan K/L terten-
tu harus pindah ke Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker). Atau, lebih buruk,
berpotensi menghapus lembaga-lembaga
di luar Kemenaker. Karena seakan-akan
Perpres ini mengamanatkan pemusatan
kegiatan/program dan strategi pelatihan
vokasi ke Kemenaker.

Dalam sebuah diskusi beberapa waktu
lalu, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful
Huda menyampaikan pengantarnya ten-
tang Perpres No 68/2021 ini. Menurutnya,
kebalikan dari anggapan-anggapan di
atas, Perpres ini justru merupakan per-
wujudan dari semangat kolaborasi yang
hendak dibangun agar setiap stakeholders
yang selama ini menyelenggarakan pela-
tihan vokasi bersinergi dan menginte-
grasikan program-programnya demi per-
cepatan akses, kualitas, dan relevansi
yang dikehendaki.

Koordinasi

Penulis sangat setuju. Karena memang
dibutuhkan koordinasi yang baik agar
program-program ini dapat berjalan sa-
ling menguatkan. Tujuannya adalah per-
cepatan peningkatan akses, kualitas, dan
relevansi tadi. Mengingat kita memiliki
tantangan besar di bidang ketenagaker-
jaan saat ini. Bahwa kompetensi tenaga
kerja terbesar kita (55%) masih berada di
tingkat SMP ke bawah (BPS, 2021) dan
tingginya jumlah orang di Indonesia yang
masih harus mengikuti pelatihan lagi un-
tuk jenis pekerjaan baru (McKinsey, 2019)
sampai 29 juta per tahun adalah tantang-
an yang harus kita jawab segera.

Wartanto

Dibutuhkan solusi. Dan solusi tersebut
dapat diberikan oleh pelatihan vokasi
yang sinergis oleh semua lembaga. Maka,
penetapan Perpres No 68/2022 ini menja-
di sangat tepat.

Dalam hal penafsiran yang menye-
butkan bahwa Perpres ini akan mengha-
pus Direktorat Kursus dan Pelatihan dari
Kemendikbudristek karena pelatihan
vokasi akan berpusat di Kemenaker, itu
termasuk salah tafsir yang mesti kita lu-
ruskan kembali. Mengenai pasal 10 ayat
(4) dan (5) pada Perpres No 68/2022, kita
juga tidak perlu khawatir bahwa lembaga
kursus dan pelatihan yang selama ini ber-
ada di bawah pembinaan Kemendik-
budristek RI, dalam hal ini Direktorat
Kursus dan Pelatihan, harus berpindah
ke Kemenaker.

Penafsiran yang tepat adalah Perpres
ini mengamanatkan agar seluruh pelatih-
an vokasi dikoordinasikan dengan Keme-
naker sebagai stakeholder yang bertang-
gung jawab pada pemenuhan

tahun yang membutuhkan peningkatan
kompetensi diri untuk mendukung pe-
menuhan kebutuhan tenaga kerja teram-
pil sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selanjutnya, Kemendikbudristek akan
melakukan koordinasi atas program-pro-
gram yang kami lakukan kepada
Kemenaker. Inilah yang diinginkan
Perpres No 68/2022. Sehingga kata kunci
‘sinergi, kolaborasi, percepatan akses, mu-
tu dan relevansi’ harus menjadi pegangan
kita bersama.

Melalui catatan ini saya juga ingin
menekankan bahwa pelatihan vokasi per-
lu didukung semua pihak. Tidak ada per-
cepatan jika dari titik start saja kita
belum memiliki pemahaman bersama.
Namun saya yakin, kita akan mencapai
garis finish sesuai terget. Jika kita bisa
bergandengan tangan mendorong per-
cepatan pelatihan vokasi yang kita idam-
idamkan. 0

*) Dr. Wartanto, Setditjen Direktorat
Jendral Pendidikan Vokasi, Plt. Direktur
Kursus dan Pelatihan,
Kemendikbudristek RI

tenaga kerja, khususnya tenaga
kerja yang sesuai dengan dunia
usaha-dunia industri. Kemena-
ker bertanggung jawab pada pe-
latihan vokasi nasional yang be-
berapa tugas utamanya adalah
mengesahkan standar kompeten-
si kerja, menerapkan Sistem
Informasi Pasar Kerja, akreditas
lembaga, pengendalian mutu lu-
lusan melalui sertifikasi (BNSP),
sampai pembinaan instruktur
dan tenaga pelatihan.

Usia Dibawah 25
Kemendikbudristek tetap men-
jalankan perannya sebagai lem-

baga yang bertanggung jawab
terhadap anak usia di bawah 25

Migor Rp 14.000/liter segera banjiri super-
market.
- Semoga bukan hanya janji semata.

Kendalikan harga bapok jelang Idul Adha.
- Jangan sampai terjadi lonjakan.

Daya tampung SMA/SMK negeri terbatas.
- Sekolah swasta dan madrasah siap
menerima.
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